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BAB YV

KESIMPULAN

Skripsi ini berangkat dari adanya theory gap yang muncul dari aturan
merek kolektif WIPO yang diadopsi oleh TRIPS terkait implementasi aturan merek
kolektif yang secara praktis dilaksanakan di Indonesia, secara spesifik merek
kolektif Serba Singkong di Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi. Peran
pemerintah dalam WIPO dan TRIPS dapat dikatakan tidak terlalu signifikan,
proses pendaftaran dilakukan oleh asosiasi dan bukan pemerintah, tetapi
berdasarkan UU No 20 Tahun 2016 Bab VI pasal 46 ayat 4, pemerintah dapat
mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha.
Melalui permasalahan riset ini, penulis hendak ingin mengkaji apa yang menjadi
alasan dibalik peran pemerintah yang dapat dikatakan cukup besar serta bagaimana
secara praktikal pemerintah melaksanakan perannya untuk pengembangan usaha
di wilayah tertentu yang memiliki satu merek kolektif. Penulis menggunakan
konsep neoliberal institusionalisme, kedaulatan/ sovereignty, incentive-based
theory serta developmentalism sebagai landasan teori guna menjawab pertanyaan
risenya.

Pertama, WIPO merupakan rezim internasional yang memberikan arahan
kepada negara anggotanya, termasuk Indonesia, terkait aturan HKI. WIPO
memperbolehkan negara dalam melakukan sesuatu yang sebelumnya belum
dilakukan sekaligus juga memberikan arahan dasar dalam implementasinya. Salah
dua contohnya adalah WIPO memberikan syarat apabila asosiasi ingin

mendaftarkan mereknya, atau syarat dari keberadaan merek dianjurkan untuk tidak



89

menyalahi legislasi hukum nasional dan lainnya. WIPO juga mengatur kerangka
kerja sama perlindungan merek kolektif dan prinsip dan norma dasarnya. Dari
penjelasan ini teori neoliberal institusionalisme berlaku.

Kedua, mengingat suatu hukum perlu juga diselaraskan dengan keadaan
dan kebutuhan hukum domestik suatu negara, WIPO memberikan keleluasaan
kepada negara anggotanya dalam aturan ini. Sehingga, perlindungan merek
kolektif diserahkan kembali ke negara masing-masing berdasarkan kebutuhannya.
Penjelasan ini selaras dengan konsep sovereignty yang menjelaskan bahwa negara
sepenuhnya berdaulat atas aturan yang berlaku di wilayahnya.

Ketiga, berangkat dari teori developmentalism, peran pemerintah yang
signifikan ada karena pemerintah dianggap memiliki kapasitas untuk membentuk
perubahan dalam masyarakat dalam menggunakan sumber dayanya, melakukan
koordinasi, memiliki kapasitas untuk memimpin, mendorong dan
menginstruksikan agenda ekonomi, mengatur apa yang diperbolehkan untuk
dilakukan dan tidak, serta membentuk kebijakan organisasi politik konstitusional
untuk mengejar agenda pembangunan dan mengidentifikasi modal lokal dan
mengubahnya menjadi potensi ekonomi. Dalam konteks studi kasus Kampung
Adat Cireundeu, pernyataan ini dapat terlihat dari Pemerintah Kota Cimahi yang
mempsisikan dirinya sebagai “kepala” dari proses pengembangan merek kolektif
karena ia memiliki kapasitas untuk memimpin dan mendorong masyarakat
melakukan pengembangan produk olahan singkongnya dengan mengundang pihak
eksternal masuk, melakukan berbagai acara seperti gastrodiplomacy Cireundeu,

mengolah nilai budaya sebagai potensi ekonomi dengan pembentukan desa wisata
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di mana pihak Pemerintah Kota Cimahi mendukung keberadaan homestay yang
diberdayakan oleh komunitas setempat. Proses ini dapat dicapai karena pada
awalnya Pemerintah Kota Cimahi mampu mengidentifikasi modal sosial warga
setempat yang dapat menjadi sumber ekonomi. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa
negara berkapasitas untuk mengarahkan agenda pembangunan yang diturunkan
dari RPJMD Wali Kota Cimahi ke dalam dalam konteks Kampung Adat
Cireundeu.

Keempat, merek kolektif dinilai relevan dan memiliki manfaat bagi
komunitas terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka
Pemkot Cimahi melihat keterlibatannya diperlukan sebagai fasilitator dan
katalisator manfaat tersebut. Adapun beberapa manfaat itu ialah; merek serba
singkong menjadi medium untuk melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal
selagi memaksimalkan potensi ekonominya, mendorong perkembangan industri
rumahan dan UMKM secara bersamaan di Kampung Adat Cireundeu yang
didominasi oleh ibu-ibu setempat. Selain itu, merek kolektif juga memberikan
ruang untuk terciptanya klaster dan menjadi branding dalam mendukung
perkembangan sektor turisme Kampung Adat Cireundeu sehingga menunjang
perkembangan pembangunan setempat.

Terkait dengan perdebatan merek kolektif yang sulit untuk
mempertahankan kualitasnya karena diolah oleh tangan yang berbeda, hal ini dapat
diatasi oleh Warga Kampung Adat Cireundeu karena produknya merupakan hasil

turunan nilai budaya setempat, termasuk juga proses pengolahannya, sehingga
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mempertahankan kualitas dapat disamadengankan dengan upaya warga setempat

untuk melestarikan nilai kearifan lokalnya.
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